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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan dibawah ini:

Nama : Ari Prabowo
Jabatan : Kepala Pusat Mutu Produksi Primer

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Ishartini
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Badan Pengendalian dan Kepala Pusat Mutu
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Produksi Primer

dan Perikanan
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
SK. 1 | Terselenggaranya Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan
pengendalian dan 1 | keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha budidaya 71
pengawasan mutu yang menerapkan CBIB (%)
Egﬁuaﬁiﬁman Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan
2 keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha 70
pembenihan ikan yang menerapkan CPIB (%)
Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan
3 | keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha produsen 75
dan distributor obat ikan yang menerapkan CPOIB-CDOIB (%)
Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan
4 | keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha produsen 75
pakan ikan yang menerapkan CPPIB (%)
Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan
5 | keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha 72
penangkapan atau pengangkutan ikan yang menerapkan CPIB (%)
6 Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor 75
produksi primer di wilayah RI (%)
Kebijakan Teknis (NSPK) Pengendalian dan Pengawasan Mutu
7 | Hasil Perikanan sektor mutu produksi primer yang tervalidasi 1
(Kebijakan)
SK. 2 | Tata Kelola 8 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan 86
Pemerintahan yang untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)
i‘;ekt'f dan Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI
untabel di 9 o 100
Lingkungan Badan atas LK BPPMHKP (/o)
Pengendalian dan Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Produksi Primer
Pengawasan Mutu 10 (nilai) 86,20
Hasil Kelautan dan
Perikanan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat
11 R L 921
Mutu Produksi Primer (nilai)
12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Produksi 8175
Primer (nilai) ’
13 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Produksi Primer 82,5

(nilai)




Data Anggaran :

Program/Kegiatan

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Anggaran (Rp)

Total Anggaran Pusat Mutu Produksi Primer Tahun 2026

6,950,000,000

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan
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Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Pusat Mutu

Produksi Primer
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